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PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN  WALIKOTA BATU 

NOMOR  44  TAHUN  2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  

NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA  BATU, 
 

 

Menimbang    :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 

dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang 

Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 

2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang  

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  

Keuangan  Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2004  Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah 

SALINAN 
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Pusat  dan  Pemerintah  Daerah     (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);  

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik  

10. Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 541, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem  Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi 

ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6485);  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

2020; 

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2020; 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa Tahun Anggaran 2020 Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional; 

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Desa; 

25. Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 99 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 

2020. 
 

            Pasal  I 

 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota 

Batu Nomor 99 Tahun Peraturan Walikota Batu Nomor 99 

Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 

diubah sebagai berikut: 

 

1. ketentuan Romawi V Perubahan Anggaran Pendapatan  

dan Belanja Desa angka 7 (tujuh) diubah, sehingga 

Romawi V berbunyi sebagai berikut: 



 

Halaman 5 dari 9 hal… 

 

V. Perubahan APBDesa 

Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan 

APBDesa apabila terjadi: 

1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam 

pendapatan Desa pada Tahun Anggaran berjalan; 

2. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih 

perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang 

akan digunakan dalam tahun berkenaan; 

3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 

pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar 

kegiatan, dan antar jenis belanja;  

4. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun 

sebelumnya harus digunakan dalam Tahun 

Anggaran berjalan; 

5. Terjadi Peristiwa Khusus, seperti bencana alam, 

krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan 

sosial yang berkepanjangan;  

6. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah 

dan pemerintah Daerah; 

7. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali 

dalam keadaan luar biasa; dan 

8. Tata Cara pengajuan Perubahan APBDesa adalah 

sama dengan Tata Cara Penetapan APBDesa. 

 

2. ketentuan Romawi VI Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa angka 5 huruf e) angka 4) Belanja Tidak Terduga 

diubah, sehingga Romawi VI angka 5 huruf e) angka 4) 

berbunyi sebagai berikut: 

 

4) Belanja Tidak Terduga  

a) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk 

kegiatan pada sub bidang penanggulangan 

bencana, keadaan darurat, dan keadaan 

mendesak yang berskala lokal Desa. 

b) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 

keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada 

huruf a) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai 

berikut:  

1) bukan merupakan kegiatan normal dari 

aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat 

diprediksikan sebelumnya;  

2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan  

3) berada di luar kendali pemerintah Desa.  

c) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan 

bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a) 

merupakan upaya tanggap darurat akibat 

terjadinya bencana alam/non alam dan bencana 

sosial.  
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d) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat 

sebagaimana dimaksud pada huruf a) merupakan 

upaya penanggulangan keadaan darurat karena 

adanya kerusakan dan/atau terancamnya 

penyelesaian pembangunan sarana dan 

prasarana akibat kenaikan harga yang 

menyebabkan terganggunya pelayanan dasar 

masyarakat.  

e) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak 

merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer 

dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang 

mengalami kedaruratan, dan pengembalian atas 

kelebihan pembayaran tahun sebelumnya.  

f) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada 

huruf a) diklasifikasi atas jenis belanja, objek 

belanja, dan rincian objek belanja sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 

ini. 

g) Kriteria bencana alam/non alam sebagaimana 

dimaksud dalam huruf c) adalah bencana yang 

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang disebabkan oleh gempa bumi, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, 

tanah longsor, gagal modernisasi, epidemi, wabah 

penyakit, kebakaran hutan/lahan yang 

disebabkan oleh manusia, kecelakan 

transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, 

dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran 

lingkungan dan kegiatan keantariksaan, yang 

mengakibatkan kerusakan di wilayah desa.  

h) Kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud 

dalam huruf c) adalah bencana yang diakibatkan 

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik 

sosial antar kelompok atau antar komunitas 

masyarakat, kerusuhan sosial, dan teror di 

wilayah desa.  

i) Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai 

untuk penanggulangan bencana alam/nonalam 

dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada 

huruf g) dan huruf h) merupakan upaya tanggap 

darurat akibat terjadinya bencana alam/non 

alam dan bencana sosial yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa berupa kegiatan yang dilakukan 

dengan segera pada saat kejadian bencana untuk 

menangani dampak buruk yang ditimbulkan, 

meliputi:  

1) kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban 

dan harta benda;  

2) pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan 

dan pengurusan pengungsi; dan  
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3) penyelamatan serta pemulihan sarana dan 

prasarana.  

j) Kriteria keadaan darurat adalah adanya 

kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian 

pembangunan sarana dan prasarana akibat 

kenaikan harga atau akibat lainnya yang 

menyebabkan terganggunya pelayanan dasar 

masyarakat.  

k) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar 

untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

huruf j), merupakan sarana dan prasarana 

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan 

penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman, ketentraman ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat, dan sosial yang 

memerlukan penanganan segera dengan tetap 

memperhatikan kewenangan desa.  

l) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana 

dimaksud dalam huruf e), adalah keadaan yang 

memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan 

diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan 

primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin 

yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan 

pangan, sandang, perumahan, kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan 

sosial. 

m) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami 

kedaruratan sebagaimana dimaksud pada huruf 

l), adalah warga Desa yang sama sekali tidak 

mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau 

mempunyai sumber mata pencaharian tetapi 

tidak mempunyai kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan 

dirinya dan/atau keluarganya.  

n) Kondisi keadaan mendesak sebagaimana 

dimaksud pada huruf l), dan masyarakat miskin 

yang mengalami kedaruratan sebagaimana 

dimaksud pada huruf m), disepakati bersama 

dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan kepada 

Walikota melalui Camat.  

o) Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan 

pada sub bidang penanggulangan bencana, 

keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang 

berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a), adalah dengan menggunakan 

jenis belanja tak terduga.  

p) Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub 

bidang penanggulangan bencana, keadaan 

darurat, dan keadaan mendesak yang berskala 

lokal Desa sebagaimana dimaksud pada huruf o), 

dapat dianggarkan melalui APBDesa dan/atau 

APBDesa Perubahan. 
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q) Dalam hal Belanja tak terduga yang dianggarkan 

dalam APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan 

sebagaimana dimaksud pada huruf p), uraian 

rencana anggaran biayanya dibuat secara global 

tanpa dirinci.  

r) Sumber pendanaan belanja tak terduga dapat 

diambilkan dari sumber pendapatan yang 

dianggarkan dalam APBDesa dan/atau 

bersumber dari pengalihan belanja kegiatan 

lainnya pada Bidang penyelenggaraan 

pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 

dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa. 

s) Realisasi Belanja Tak Terduga sebagaimana 

dimaksud pada huruf q) dan huruf r), dilaporkan 

sesuai dengan kuitansi/ pengeluaran/belanja 

yang dilakukan.  

 

3. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan 

Kegiatan, pada Bidang 5 yaitu Bidang Penanggulangan 

Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak, diubah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 
        

BAB II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 

Ditetapkan di Batu 

 pada tanggal   8   Mei  2020 

   WALIKOTA BATU, 

 

     ttd 

 

 

        DEWANTI RUMPOKO 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal   8   Mei  2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 

 

 

ZADIM EFFISIENSI 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 44/A 
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Lampiran Peraturan Walikota Batu 
                Nomor :    44     Tahun  2020 

                Tanggal :      8 Mei          2020 
   

DAFTAR KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN 

 

Kode 
Rekening 

URAIAN 

1 2 3 4 

5     
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 

Mendesak 

      
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak 
Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan 

darurat dan mendesak: 

5 1   Sub  Bidang  Penanggulangan  Bencana 

5 1 0 Tanggap darurat Bencana Alam/non alam 

5 1 90 
Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan 
penyelamatan diri 

5 1 91 Pelatihan ketrampilan paska bencana 

5 1 92 Sterilisasi fasilitas umum dan sosial 

5 1 93 Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi 

5 1 94 
Penyediaan  APD, Disinfektan, bahan pencegahan, obat-obatan  dan 

bilik sterilisasi 

5 1 95 Pendataan kondisi warga dan keluarga terdampak 

5 1 96 Penyiapan ruang isolasi 

5 1 97 Bantuan pangan bagi keluarga terisolasi dan karantina mandiri 

5 1 98 Penyediaan wastafel dan peralatan cuci portabel 

5 1 99 
Bantuan pemakaman bagi keluarga positif covid-19 sesuai protokol 

kesehatan  

5 2   Sub  Bidang  Keadaan  Darurat 

5 2 0 Keadaan  Darurat 

5 2 90 Pembuatan peta potensi rawan bencana 

5 2 91 P3K untuk Bencana 

5 2 92 Alat Pemadam Kebakaran Ringan untuk Desa 

5 2 93 Penyediaan MCK Komunal sederhana  

5 2 95 Pelayanan kesehatan 

5 2 96 
Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan ruang perawatan 

karantina 

5 2 97 Penyediaan konsumsi, obat-obatan selama bencana 

5 2 98 
sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam sesuai 

kewenangan desa 

5 3   Sub  Bidang  Keadaan  Mendesak 

5 3 0 Keadaan  Mendesak 

5 3 90 Kegiatan pertolongan pertama (P3K) 

5 3 91 Penyediaan Penampungan sementara 

5 3 92 Penyediaan dapur umum 

5 3 93 Penyediaan air bersih bagi pengungsi 

5 3 94 
Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan: perempuan, 

anak-anak, bayi, balita, sifabel dan kelompok rentan lainnya. 

5 3 95 Pengamanan lokasi  

5 3 96 Penyaluran  bantuan langsung masyarakat: BLT, dll. 

 

 

WALIKOTA BATU, 

 

ttd 

 

 

DEWANTI RUMPOKO 
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